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Perkembangan perdagangan yang meningkat pesat telah meningkatkan nilai suatu Merek bagi Para pelaku
usaha. Merek bukan sekadar alat pembeda namun telah menjadi aset yang berharga. Untuk itu perlindungan
hukum terhadap Merek bagi pelaku usaha sangat penting. Upaya mendapatkan perlindungan tersebut
dilakukan dengan melakukan pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun
tidak semua pendaftaran dapat diterima karena ketentuan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang
Merek. Untuk memberikan upaya hukum yang maksimal maka dapat dilakukan banding terhadap penolakan
pendaftaran Merek melalui Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek diatur berdasarkan Pasal 33
Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang teknis pel aksanaannya diatur dalam Peraturan
Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek.
Dalam ketentuan tersebut, Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen namun dalam
pel aksanaannya belum dapat sepenuhnya terlepas dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Komisi Banding Merek ditinjau dari fungsi dan tugasnya, temyata bertugas layaknya pengadilan sehingga
Komisi Banding Merek dapat dikategorikan sebagai peradilan semu, yaitu tidak seratus persen merupakan
badan peradilan murni yang termasuk kekuasaan K ehakiman, tetapi jugatidak seratus persen merupakan
organ administratif sebab memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu sengketa Komisi Banding Merek ini
secara struktural organisatoris masih merupakan bagian dalam unsur pemerintah, sehingga putusan yang
diambil oleh Komisi Banding Merek masih dapat digugat dalam suatu Peradilan murni. Dalam kaitannya
dengan good governance, Komisi Banding Merek harus dilaksanakan sama dengan tuntutan terhadap
Pengadilan pada umumnya yaitu berdasarkan pada asas peradilan yang babas, mandiri atau independen,
tidak memihak (imparsial), memiliki akuntabilitas, kompeten (berkualitas), cepat dan sederhana. Untuk
mewujudkan hal tersebut maka mereka yang akan ditempatkan sebagai anggota dari Komisi Banding Merek
harus memiliki sumber daya manusia yang baik sehingga anggota Komisi Banding Merek dapat bersikap
profesional.
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